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TUU ITE tetap menjerat warga. SKB Pedoman

UU ITE tak dapat mencegah aduan dengan pasal itua.

JAKARTA, KOMPAS — Pasal multi-
tafsir atau pasal “karet” pada
Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik tetap b
unakan untuk mengadul
in dengan dugaan pids

ke aparat penegak hukum.
lingkungan

li ini. dua aktiv
dukan ke kepol
dugaan menyebar!
an akibat memublika
poran penelitian mereka.

Aduan itu diajukan Sekreta-
ris Jenderal Komite Pemberan-
n Mafia Hukum Hu
hab ke Polda Metro Java.
mengadukan  Kepala Green-
peace Indone Leonard Si-
manjuntak dan Global Project
Leader of Indonesia Forest
Campaign  Greenpeace Asia
Tenggara Kiki Taufik telah me-
nyebarkan berita bohong dan
kebencian karena publikasilkan
artikel berjudul  “Tanggapan
Greenpeace Indonesia terhadap
Isi Pidato Presiden Joko Wi-
dodo di Konferensi COP 26
Glasgow” di laman  resmi
Greenpeace Indonesia pada 2
Nowvember lalu.

Berdasarkan informasi wvang
dihimpun Aompas., aduan itu
diterima Sentra Pelayanan Ke-
polisian 'l‘crpﬁdu (SPKT) Polda
Metro a pada  Sclasa
(9/11,2021). ]Iuan\ melaporkan
Leonard dan Kiki dengan duga-
an menyebarkan berita bohong
seperti diatur dalam Pasal 14
dan 15 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. Husin juga me-
laporkan keduanya dengan du-
gaan menimbulkan kebencian
seperti diatur dalam Pasal 28
avat (2) juncto Pasal 4
(2) UU No 11/2008
mana diubah dengan UU No
19/2016 tentang I'TE.

Aduan  itu menambah
dengan jera
- UU IT
al 27, 28. 29, dan 36.
catatan Safenet se-
Jama Juni-November 2021,
25 kasus UU I 5
tidak

masih
idikan dan
dan’ lima k ai
masuk ke ta sidangan.
Menanggapi aduan tersebut,
Menteri Koordinator Bidang
Politik. Hukum. dan Keamanan
Mahfud MD, mengatakan, SKB
tidak melarang sescorang untuk
melapor dugaan tindak pidana.

nnya sudah

Orang melapor diperbolehkan
sesuai dengan atu s
alannya, apakah lapo
dilanjutkan ke pro:
atau tidak harus d
stan

pidana
hat sub-

sa_diteruskan, bisa
(I)lu(ll|L
adilan restoralif. Ini tergantung

ri delik aduan atau delik bi-
au delik aduan, bisa di-
* kata Mahfud, Ming-

dikonfirmasi. Minggu
(14/11), Husin membenarkan
telah mengadukan dua aktivis
lingkungan tersebut ke Polda
Metro Jaya. Ia merasa diru-
gikan atas informasi s
publika ked orang itu di
laman greenpeace.org. Menurut
dia, data deforestasi yang di-
sampaikan artikel itu tidak
sesuni dengan fakta dan data
sclama pemerintahan Presiden
Joko Widodo:

Dalam pidatonya di Konfe-
rensi COP 26 tentang iklim di
Glasgow. Skotlandia. _Senin
11y, Presiden Jokowi mes=
nyampaikan laju deforestasi tu-
run terendah dalam 20 tahun
terakhir. -Scmentara itu, data
Greenpeace Indonesia menye-
but., deforestasi di Indonesia
justru meningkat dari sebelum-
nya 2.5 juta hektar pada
2003-2011  menjadi 4.8 juta
hektar pada 2011-2019.

Menurut Husin, dugaan ka-
bar bohong yang disebarkan
3 wpeace adalah pada detail
data yang dimuat dalam artikel
tersebut. Jika data itu dibuat
dalam bentuk grafis dari tahun
ke tahun. katanya, deforestasi
245 juta b ktar pada 2003-2011
Adaiih Rebiisdian. peniernllu]nln
Presiden Susilo Bambang
dhoyono. Jika dibandinglan de—
ngan data deforestasi tahun
2011-2019. di mana pemerin-
tahan Presiden Jokowi dimulai
pada 2014, akan terlihat grafik
penurunan laju deforestasi.

“Kalau dilihat dari bentuk
grafik. akan terlihat menurun.
Mengapa Greenpeace bilang
meningkat?” ujar Husin.

Gre

Mengancam demokrasi

Kiki selaku terlapor, yang di-
hubungi terpisah, mengaku,
dan Leonard belum mend
kan surat rifikasi dari
pol n. Kabar ia n Leonard
diadukan ke kepolisian baru di-
peroleh dari media massa.

Kiki menyayangkan aduan

tersebut.  Sebab, informasi
laman  Greenpeace Indon
dituduh kabar bohong itu
berdasarkan data dan
penelitian  ilmiah dengan me-
todologi teruku
Informasi yang dipublikasi
Greenpeace itu, katanya, adalah
kritik terhadap komitmen pe-
me =

Menurut Kiki, pemidanaan
publikasi riset ilmiah itu meng-
ancam iklim demokrasi di In-
done: . Padahal, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan (KLHK) justru meres
pons artikel Greenpeace de-
ngan meminta lembaga nirlab:
itu membuka data yang dimi-
liki. Data akan diadu dengan
milik KLHK.

“Sikap  antikritik, mengan-
cam pidana orang yvang meng-
kritik dengan peneclitian ilmiah,
adalah langkah mundur demo-
kerasi,” ujar Kiki.

Saat dikonfirmasi. Kepala Bi
dang Humas Polda Metro Jaya
Brigadir Jenderal (Pol) Yusri
Yunus tak memberikan komen-
tar. Ia mengaku. pihaknya ma-
sih akan  memeriksa laporan
vang diajukan Flusin.

Dinilai tak sesuai SKB

Kepala Divisi Kebebasan Ber-
ekspresi Safenet Nenden Sckar
Arum berpendapat, artikel be
hasil peneli
kan Greenpeace
ategorikan s
ng ditujukan untuk
an  rasa kebencian
seperti diatur am Pasal 28
Ayat (2) UU ITE.

Apalagi. menurut Nende
SKB Pedoman Implementasi
ULl ITE mengatur bahwa kon-
ten yvang diduga menyebarkan
kebencian itu harus secara eks-
plisit menunjukkan kebencian
atau mengadu domba antar-go-
longan. SKB juga

hdngkntkun ra
au  permusuhan  itu
eksplisit.” ujarnya. (DEA)

- klik.kompas.id/polhuk
[=] Baca artikel lainnya
= seputar Politik dan Hukum
di Kompas.id dengan
=1 memindai OR Code.
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